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I. UMUM 

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara 

Jaminan Sosial membentuk 2 (dua) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 

yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan untuk melaksanakan 

program jaminan sosial nasional. BPJS Kesehatan melaksanakan program 

jaminan kesehatan sedangkan BPJS Ketenagakerjaan melaksanakan 

program jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, 

dan jaminan pensiun bagi pemberi kerja dan pekerja penerima upah. 

BPJS dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial 

berdasarkan prinsip kegotongroyongan, nirlaba, keterbukaan, kehati-

hatian, akuntabilitas, portabilitas, kepesertaan bersifat wajib, dana 

amanat, serta hasil pengelolaan Dana Jaminan Sosial seluruhnya untuk 

pengembangan program dan untuk sebesar-besar kepentingan Peserta. 

Memperhatikan tugas, fungsi, dan keunikan dari penyelenggaraan 

program jaminan sosial tersebut, serta mengingat belum cukup diaturnya 

ketentuan Pajak Penghasilan atas program jaminan sosial tersebut dalam 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, perlu dibentuk 

Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang perlakuan Pajak 
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Penghasilan atas program jaminan sosial yang diselenggarakan oleh 

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial tersebut. 

 

II. PASAL DEMI PASAL 

 

Pasal 1 

Cukup jelas. 

 

Pasal 2 

Cukup jelas. 

 

Pasal 3 

Cukup jelas. 

 

Pasal 4 

Cukup jelas. 

 

Pasal 5 

Ayat (1)  

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Huruf a 

Cukup jelas.  

Huruf b 

Hasil investasi atau pengembangan dana dari aset Dana 

Jaminan Sosial yang tidak termasuk sebagai objek Pajak 

Penghasilan adalah hasil dari pengembangan dana atau 

investasi Dana Jaminan Sosial yang diperbolehkan 

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di 

bidang penyelenggaraan program jaminan sosial. 

Huruf c 

Pengalihan aset Badan Usaha Milik Negara yang 

menyelenggarakan program jaminan sosial adalah hasil 

pengalihan aset lembaga antara lain dari PT Askes (Persero) 

yang merupakan sumber aset BPJS Kesehatan dan PT 

Jamsostek (Persero) yang merupakan sumber aset BPJS 

Ketenagakerjaan. 
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